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NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/

JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan diwajibkannya Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah pada setiap Kementerian/Lembaga/Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya untuk

membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), telah

ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian
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Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012

tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012

tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Elektronik;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009

tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut

ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang

bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau

melekat pada unit yang sudah ada.

2. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah

tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas

kompetensi dan kemampuan profesi dibidang
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Pengadaan Barang/Jasa.

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah

lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan

dan merumuskan kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

4. Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement

adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan

dengan menggunakan teknologi informasi dan

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang

diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) melalui http://lpse.bpn.go.id.

5. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia

Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan

dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa

yang terdaftar pada sistem pengadaan secara

elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali

penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

6. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari

berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

7. E-Purchasing adalah tata cara pembelian

Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya

disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
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anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan

pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh

PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh

Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

11. Kelompok Kerja Pengadaan, selanjutnya disebut

Pokja ULP adalah Tim yang terdiri atas Pegawai

Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak

sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di

dalam ULP.

12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk

untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

13. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah

Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan

Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil

Pengadaan/Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut

Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian yang

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan

tata ruang.

15. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selanjutnya

disingkat STPN adalah perguruan tinggi kedinasan

di bawah Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,

selanjutnya disebut Kanwil BPN, adalah instansi

vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional di Provinsi.

www.peraturan.go.id



2016, No.402 -6-

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

ULP mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi:

a. menelaah kelengkapan dokumen pengadaan yang

diajukan oleh PPK untuk kemudian disampaikan

kepada Pokja ULP untuk dilelang;

b. menyerahkan usulan untuk kaji ulang terhadap

spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket

yang akan dilelang/seleksi Pokja ULP kepada PPK;

c. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari

Pokja ULP kepada PPK; dan

d. membuat laporan mengenai proses Pengadaan

kepada PA/KPA.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk

kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tugas

ULP di lingkungan Kementerian ATR/BPN,

b. membina organisasi ULP yang berada di STPN dan

Kanwil BPN;

c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/

Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada

penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala

Daerah/Pimpinan Institusi;
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f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan

Sumber Daya Manusia ULP;

g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota

Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-

masing Pokja ULP; dan

h. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok

Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/

Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan

pelanggaran peraturan perundang-undangan

mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c dan Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas

pokok dan wewenang:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia

Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan

papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam

Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui

prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga

terhadap penawaran yang masuk;

g. mengusulkan kepada PPK melalui Kepala ULP

untuk:

1) perubahan HPS; dan/atau

2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

h. menjawab sanggahan;
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i. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk

paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling

tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah); atau

2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah);

j. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada

PPK melalui ULP;

k. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia

Barang/Jasa;

l. membuat laporan mengenai proses Pengadaan

kepada Kepala ULP;

m. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP

mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan

perbuatan dan tindakan seperti penipuan,

pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan/atau

n. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 11

(1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, di:

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional, dijabat oleh Kepala Biro

Umum dan Tata Usaha Pimpinan; dan

b. STPN, dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi;

dan

c. Kanwil BPN, dijabat oleh Kepala Bagian Tata

Usaha atau setingkat Eselon III.
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(2) Pengangkatan Kepala ULP, Anggota Sekretariat dan

Anggota Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh

PA/KPA.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri, ini:

1. Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dimaknai

dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional.

2. Pelaksanaan ULP dalam pengadaan barang dan jasa yang

sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini

berlaku, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada

ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan

Menteri ini.

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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